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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KI-iUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT BUDI DAYA PERI KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-iA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang: bahy..'·a untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Dacrah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93
Peraturan Gubernur Nemer 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peralur;:m
Gubolnur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Budi
Daya Perik"anan;

Mengingat 1. Und<mg-Urdang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
KepegawiJ m sC'lagairnana telah diu bah dengan UndiJng-Undang
Nomor 43 Tai '.m 1'iCl9;

2. Undang-UnrJang I\.~""l, '5 Tahun 1990 tentang I<onservasi Sumoer
Daya Aiam Hayati dan L,,~ ~istelT1nY2;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan,
Hewan dan Tumbuhan;

4. Undang-Undang Nomor 17 fa:~un 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang·Undang Nomar ~ Tahun 2004 tentang Perbendalmaan
Negara;

6. Undang-Undang Nemor 1C Tahun 2004 tentang Pemben(ukan
Peraturan Perundang-undangan;

7. Ulldang-Undang NomOI 15 Tahun 2004 tentanfl Pemeriksaan
F'cilQf;lolr:Jan dan Tdnggung Jawab i\8Uangan Negarcl;

8. Undilng-Undang NomOi ,'1 Tahun 2004 tentang Perikai1<ln;



9. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah. sebagaim~Jna telah beberapa kali diubah. terakhir dengan
Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008;

10. Un·dang-Undang Nemer 29 Tahun 2007 tenlang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagal Ibukota Negara
Kesatuan RepubJik Indonesia;

11. Peraturan Pemerintah Nemer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
f<euangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nemer 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerall
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang NegaralDaerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Paraturan Menteri DaJam Negeri Nomar 45 Tahun 2008 tentanQ Paia
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakc:nia;

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat [laerah;

20. Peraturan Gl/;erm . Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas :<8 Jtan dan Pertanian;

MEL~UTi. rC:'KAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PUSAT BUDI O/YA PER!KANAN.

SA3 I

Pasal 1

'-'erah Khusus Ibukota Jakarta
2. Gubernur adalarl Kepala L ,-ierah ?rovir)

Dalam Peraturan Gubernur ini YRng dimaksLid dengan :

1. Daerah adalah Provinsi D?'3rah Khus' '~'Jta Jakarta.



3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

4. Inspektorat adalah Jnspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan PengeJola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Kepegawaian Oaerah adalah Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana
Sckretariat Daerah.

8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Oinas Kelautan dan Pertanian
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Pusat Budi Daya Perikanan yang selanjutnya disebut Pusat adalah Pusat
Budi Daya Perikanan Dinas Ke!autan darrPertar:ian.

11. Kepala Pusat adalah KepaJa Pusat Budi Daya Perikanan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Budi Daya Perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Pusat merupakan Ur:;t DeJaksana Teknis Din8s KeJautan dan Pertanian
dCllam pelaksanaan buc!i c,~.'ya perikanan.

(2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Pusat rnempunyai tugas meJaksanakan uji coba dan percontohan budi
daya, menilai mutu benih dan induk, pembenihan ikan, menangani
hama/penyakit dan penggunaan obat ikan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pusat mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen
PeJaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;

b, pelaksanaan Dokurrlnn Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;
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c. melakukanPengujian Hama Penyakit Ikan dan Residu Hasil Budidaya;
d. pelaksanaan uji coba dan kaji terap budi daya ikan dan percontohan

dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi budi daya perikanan;
e. pencegahan dan penanganan hama dan penyakit ikan di lokasi budi

daya;
f. pengelolaan fasilitas budi daya perikanan beserta sarana

penunjangnya;
g. pelaksanaan pemantauan kualitas perairan budi daya perikanan;
h. pelaksanaan monitoring penggunaan obat ikan;
I. pelaksanaan pemantauan penerapan mutu ikan budi daya:
J. pelaksanaan penilaian mutu benih dan pCl11uliaan induk;
k. pelaksanaan pembenihan ikan dan pendistribusian benih dan induk

ikan;
I. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat;

m. pelaksanaan promosi hasil bUdidaya:
n. pelaksanaan restocking/pengkayaan di perairan umUrT1;
o. pcrna;,tau3n prasar2na d,:m :_iiJrai~iJ lil",gk~in~)c,n r;u(l: daya dan perair3.f1

umum;
p. pelaksanaan publikasi kegiatan Pusat;
q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
r. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan:
s. penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terka!t

dengan pe)aksanaan tugas dan fungsi Pusat; dan
t. pelaporan dan perianggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Pusat.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pusat terdiri dari :

a. Kepala Pusat;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan;
d. Seksi Produksi, Pemasaran dan Sarana Budi Daya ; dan
e. SUbkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pusat sebagaimar.a tercantum dalarn
Lampiran ) Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan peJaksanaan tugas dan fungsi Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:



b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan SUbkeiornpok
Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Oaerah (UKPO) dan/atau Instans!
Pemerin1.ah/Swasta terkait, dalam rcmgka pelaksanaan tugas dan fungsl
Pusat; dan

d. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelakscmaan tugas dan fungsi
Pusat.

Bagian Ketlga

SUbbagian Tala Usalla

Pasal 7

(1) SUbbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pe!aksanaan
administrasi Pusat.

(2) SUbbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) SUbbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen
Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusal sGsuai
dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Rf<A)
dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat;

d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana
strategis Pusat;

e. meiaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
Ookumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat;

f. mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan Pusal;
g. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeloran,

pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat;
h. menyiapkan rekomendasi perizinan penggunaan fasilitas bud! daya

perikanan;

i. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
J. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat;
k. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan

kearsipcHl Pusat;

I. memelir,ara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kanlor;
m. melaksanakan publikasi kegiatan Pusat;
n. melaksanakan kegiatan pengembangan sarana bUdidaya;
o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan

dan akuntabilitas Pusat;

p. menyiapkan bahan laporan Pusat yang terkait dengan tugas
Subbagian Tata US3ha; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
SUbbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Teknologi BUdidaya Perikanan

Pasal 8

(1) Seksi Teknologi Budi Oaya Perikanan merupakan Satuan Kerja Lini
Pusat dalam pelaksanaan kaji terap tekno!ogi bUdi daya perikanan.



(2)
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Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan dipimpin oleh seorang
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
Kepala Pusat.

(3) Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan mempunyai tugas:

Kepaia
kepada

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RI"<A) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kaji terap teknologi budi daya perikanan;
d. melaksanakan penyebarluasan informasi dan desiminasi teknologi

budi daya perikanan;
e. melaksanakan penerapan mutu ikan budi daya dan pemantauan

penggunaan obat ikan;
f. meJaksanakan pengujian pengendalian hama penyakit dan residu

budidaya;

g. memantau pengendalian ham3 penyakit ikan dan kualitas air di
lingkungan budi daya dan perairan umum;

h. melaksanakan pembinaan Unit Pembenihan Rakyat dan
pembudidaya ikan;

i. menyiapkan bahan laporan Pusat yang berkaitan dengan tugas Seksi
Teknologi Budi Daya Perikanan; dan

J. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Teknologi Budi Daya Perikanan.

Bagian Kelima

Seksi Produksi, Pemasaran dan Sarana Budi Daya

Pasal 9

(1) Seksi Produksi, Pemasaran dan Sarana Budi uaya merupakan Satuan
Kerja Lini Pusat dalam pelaksanaan produksi dan pengelolaan prasarana
dan sarana budi daya perikanan.

(2) Seksi Produksi, Pemasaran dan Sarana Budi Daya dipimpin olel1 seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Pusat.

(3) Seksi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya mempunyai tugas:

3. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggarall (OPA) Pusat sesuai dengan Iingkup tugasnya:

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat sesuai
dengan lingkup luga"nya;

c. melaksanakan inv'-mtarisasi dan identifikasi prasarana dan sarana
budi daya perikanan;

d. melaksanakan promosi hasil budidaya dan pemanfaatan prasarana
dan sarana budi daya Gi Pusat Promosi Hasil Perikanan, Balai Benih
Ikan dan Balai Benih ikan Lau!;

e. melaksanakan produksi dan distribusi induk dan benih ikan unggul;
f. melaksanakan pengadaan dan perawatan prasarana dan sarana budi

daya di Tempat Promosi Hasil Perikanan, Balaj Bcnih Ikan dan Balai
Benih Ikan Laut;

g. melaksanakan restocking ikan di perairan urnum;
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h. menyiapkan bahan laporan Pusat yang berkaitan dengan tugas Seksi
Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Produksi. Prasarana dan Sarana Budi Daya.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Pusat dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dc:lam Susunan Organisasi
Struktural Pusat.

Pasal 11

(1) DalClm rangka mengembangkan profesilkeahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat sebagai
bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian,
ditetapkan Kepala Pusat.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari Pejabat
Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai
keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang
dimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat diatur dengan
Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional
Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang~
undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huru! a
adalah Jabatan Struklural Eselon liLa.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
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BAB VI

TATA I(ERJA

Pasa! 13

taat dan(1 )

(2)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat wajib
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkalt, dalam rangk~
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsl
Pusat.

Pasal14

.'

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Pusat wajib melaksanakan tugas masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sarna, integrasi, sinkronisasi, simpiifikasi, akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Pusat wajlb memimpin, mengoordinasikan,
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan meniial kinerja bawahan masing-masing,

(2) f(epala Pusat, Kepala SUbbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat wajib mengikuti dan
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketontuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala SUbbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsionai pada Pusat wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas b wJhan masing-masing serta mengambil iangk8h­
langkah yang diperlu, ,en apabila menemukan adanya penj1impangan
dan/atau indikasi penyimpa,:';lIl.

Pasal 17

(1) Kepale Pusat, Kepa!a SUbbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat :,vajib menyampaikan
lapori.:'l dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuaj dengail kewenangan masing-masing.

Pasa! 18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisas: dan Tatalaksana melaksanakan
pembinaan kelembagaan, kc' ,1'i"]iaksanac~n dan pelaporan terhadap
Pusat sebagai bagian daii pen '-'inaan keiembagaan, ketatalaksanaan
dan pelapoian Dinas Kelautan dar,'"}rtanian.



(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Pusat merupakan Pegawai Negeri Sipil
Daerah.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan pen.mdang-undangan di bidang kepegawaian.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Pusat mendapat
pembinaan dan Sekretaris Daerah melalui Sadan Kepegawaian Daerah
berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian
dad pembinaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

(1) BeJanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
negara/daerah.

Pasal21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat
merupakan pendapatan daerah

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negarafdaerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oJeh Pusat sebagai prasarana dan sarana kerja
merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.
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(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentu3n
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan baral-'g milik
negma/ daerah

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada Pusat dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sclaku
Pejabat PengeloJa Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendallara
Umum Daerah untuk dicatal dan dibukukan sebagai aset daerall

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STAN DAR PERALATAN KERJA

Pasal24

(1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala SUbbagian Tata Usaha,
1 (satu) orang Kepala Seksi Teknologi Budi Daya Perikanan dan 1 (satu)
orang Kepala Seksi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya sebagai
bawahan langsung.

(2) Kepala SUbbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya nieh
10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Umumffertentu sebagai bawahan
langsung.

(3) Kepala Seksi Teknologi Budi Daya Per-ikanan dibantu sebanyak­
banyaknya oleh 20 (dua pUluh) orang Pejab8t Fungsional Umum/Tertentu
sebagai bawahan langsung.

(4) Kepala Seksi Produksi, Prasarana dan Sarana Budi Daya dibantu
sebanyak-banyaknya oleh 25 (dua puJuh lima) orang Pejabat Fungsional
Umumrrertentu sebagai bawahan langsung.

(5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) sebagaimana tereantum dalam Larnpiran II Peraturan
Gubernur ini.

(6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadl
aeuan pengajuan kebutuhan pegawai Pusat, sesuai formasi kebuluhan
dan prioritas penerimaan pegawai Daerah.

PasaJ25

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksucJ
dalam Pasal 24 sebagaimana tercanturn dalam Lamriran III Peraturan
Gubernur ini



(2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Pusat, sesuai kemampuan dan
prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

(1) Pusat menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester,
triwulan. bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan:

a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
b. keuangan;
c. kinerja:
d. kebutuhan. kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan

sarana kerja;
e. akuntabilitas; dan
f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat mengembangkan sistem pengendalian
internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan dan
Pertanian.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadan Pusat dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuang2.n negara;

b. Aparat pemeriksa internal ;Jemerintah; dan
c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubemur
Nomar 105 Tahun 2002 tentang PembentLlkan Organisasi dan Tala Kerja
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Peternakan, Peokanan dan
Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya daJam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011

Oiundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,

FA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 9



Lampiran' Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2 TAHUN 2011
Tanggal 4 ~anuari 2011

,

<
j

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT BUDI DAYA PERIKANAN

KEPALA PUSAT

1
SUBBAGIAN

TATA USAHA

r I
SEKSI

SEKSI

TEKNOLOGI BUDI DAYA
PRODUKSI,

PERIKANAN
PEMASARAN DAN

SARANA BUDI DAYA

SUe>KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK TAJAKARTA,

ZI



FORMASI JABATAN PADA PUSAT BUDI DAYA PERIKANAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
lbukata Jakarta

No Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah \

1 Kepala Pusat - S1 Perikanan Iita. 1
- DikJat Kepemimpinan Tk. III
- Oiklat Teknis Perikanan
- DikJat Manajemen

Perkantoran
- Diklat Manajemen Keuangan

1-- Jumlah 1

-~-
2 Kepala Subbagian Tata - 81 Perikanan/Humaniora IV.a. 1

Usaha - Diklat Kepemimpinan Tk. IV
- Oiklat Teknis Perikanan
- Oiklat Administrasi

Perkantoran I- Oiklat Administrasi
Kepegawaian \

- Diklat Pengelolaan
Keuangan Daerah

- Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

Pengadministrasi - 0111 Administrasi 1
Umum - Diklat Administrasi IPerkantoran

- Dikl2+ 8atminkalJKearsipan
- L;k',t ~omputer

Pranata komputer - o III I< -mf:;:ter 1
- Dik12t .·,d' '1ir,istrasi I

Perkantolln
- Diklat Komp·.'ter :'>erkantoran

Pengadministrasi - o III Administrasi 1
Kepegawaian - Diklat Administras'

IPerkantoran
- Diklat Kepegaw'ii.l',
- Diklat Kompute,

Pengurus Rumah - o 111 Administrasi I 1
Tangga - Diktat Bendahara B; 'rang

- Diktat Komputer I
Oiklat Pengadaar

,
- "rang

dan Jasa

2 TAHUN 2011

4 Januari 2011
Namar
Tanggal



No Nama Jabatan Syarat Pendidikan Ese!on Jumlah
_. -- S 1 EkonomiiManajemenl

-- - 1T--Pengelola Keuangan -
Akuntansi , I

- Diklat Administrasi

\~~euClrlg2:-~ ,
- Oiklat Perencanaan
- Diklat Komputer

I- -
Bendahara - o 111 AkuntansilManajemen
Pengeluaran Pembantu - Diklat Bendaharawan

~
- Diktat Komputer .

Pembantu Bendahara - o III Akuntansi/Manajemen 1 ,,
- Diklat Bendaharawan I

- Diktat Komputer

1Bendahara Penerimaan
Pembantu

- 0 III Akuntansi/Manajemen
- Oiklat Bendaharawan \
. Diklat Komputer , 1

---I-~~------I-~~~~~~._--!---+-I- .
Caraka - SMNSederajat 1 'I: I

- Diklat Arsiparis

1

IV.a.

5 I .
I I

t----~~-1
I 'I

I LW
- 0 II Perikanan
- Dlklal Fungsional di Bidang

PengendaH Hama dan
Penyakil [kan

Jumlah

- SMNSederajat
- Diklat Montir

Kepala Seksi Teknologi
Budi Daya Perikanan

Pengemudi

- S1 Perikanan
- Oiklat Kepemimpinan Tk. IV
- Diklat Teknis Perikanan 1

=:c--.+""~~~---t----i--c- -. P_rl\ja<Jmintstrasi - 0 III PerikananlSosial 1 I

I Teknologi Budi Daya - Diktal Kompuler I

I Perikanan - Diklat Admjnistrasi I
Perkantoran 1 I

__ ..L_ 1Pctugas Aplikasi - 0 III Perikanan -.-.- 2-\----
Teknologi Bud! Daya - Diklat Teknis Perikanan
Perikanan

f---.~=='-=--cc-,,---!---~~~---- -·--l-~1o,.-ll·---
Pengawas Benih lkan - 0 III Perikanan

- Oiklat Fungsional di Bidang .
Pengawasan Benih Ikan \

:I

r Pengawas Perikanan - O!I Perikanan

IBidang Pembudidayaan - Diklat Fungsional di Bidang
lkan Pengawasan Perikanan,

. PengendaiiHama danLPenyakit Ikan

L=!JUmlah



No Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

~ Kepala Seksi Produksi, - S1 Perikanan IV.a. 1 I
Prasarana dan Sarana - Diklat Kepemimpinan Tk. IV IBudi Daya - Diktat Teknis Perikanan

Pengadministrasi - o III Perikanan/Administrasi 1
Produksi, Prasarana - Diklat Komputer,
dan Sarana Budi Daya - Diklat Administrasi

Perkantoran
i
I Pengelola Balai Benih - o III Perikanan 5

Ikan - Diklat Teknis Perikanan
I-

SMK Perikanan T 15 -I, Petugas Produksi Benih -
- Diklat Teknis Perikanan I

--
Dill Perikanan -r- ---Pcngelola Pusat - 2, Promosi hasil - Diktat Komputer I

Perikanan - Diklat Teknis Perikanan I
I I,

I

Pengelola Prasarana - 0111 Perikanan I 1 I
dan Sar~lna Teknologi - Oiklat Pengelolaan Asset

IBudi Daya Perikanan - Oiklat Teknis Perikanan ,
I

Petugas Produksi dan - SMK Perikanan
Oistribusi lnduk dan - Diklal Teknis Perikanan 1
Benih Ikan--

-Jumlah
26"-

! Total
59- -

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBU TA JAKARTA,

•



Lampiran III Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhuSU5
Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

2 TAHUN 2011

4 Januar'i 2011

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT BUDI DAYA PERIKANAN

No Nama Jabatan . Peralatan Keria "------r- Jumlah
I Keoala Pusat Minibus 1 l!nit

f----- _+_~ +,-,N""otobook 1_J_u:oi~

If--.-+~-..--::-::~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..:--+,~:~cc,-,~~te"';'~t~"",-0"'B~:-,-1~o-:;'a-r"d~-::-::-::-::-=--::-::-::-::-=_~ L-':.~~1i=Pb-'~u::a;ln,;~ ,
Fillinn Kabinet _I~

~I- Kepala Subbagian Tata
Usaha Notebook 1 unit

Printer 1 unit

r..',

_~+I_+- j--T~e~l",el'Cmo,,!n!...--,- _i_---''--- ~~ah i
>-- !_--+ -+~w"h-"'!!..""e.oB'-"o"'ao;rd'---- __---I-!_~1_+__;b'"u:.:·a::'_h

Fill;nn Kabinet I 1 I bua~-1

1-_+-1'--ii'P':.e~'n~a.a"'d'"m'."'.in"'is'"t~ra"'s"_i_"UC'm"_u'!'m".'...__ I_'K~o"!m!C;;;'E'!u:~te~' ____;~_ un,d

___~ _i_.:'~:':'!'i~'"t;,,~C'n'-------------l--'---'-~_--l-.Cbu~~~a'
Fax 1 1_ unIt

Mesin Ketik ~h

Filling Kabin.~et'_ _1--L~~h j
C 2 Pranata Komouter Komnuter 1 I unit

!__+_---+ --I~P~rlllinJ.>t~er'-----.--- -i-'_-,1__ UOit ,
I Fillinn Kablnet ~·T 1 buaFll
~_.+-o...Jf-n-:-c-==,,~,..,_-----!-_ -, o~
I

3 Pengadministrasi . ---------~-1--- r--..

- --t K:.~"e"'g"a"'w"'a"'ia"'n!...~_:::=::::::::::::::::::::::::ti~~~'!.·"'~~t;;~~t::e,-,. -_-_-.,-_-_-.-_-_-.-_-_-.-_i! ~ j ~~;~ ,

_.JI---__ __ Mesin Absensi 1---1- l--uriTf-
I Fillinn Kabinet 1 buah- ,

l-i---:4-+;;p::e-n-qIU-rU-S--:R;:--u-m-a~~h--:T=-a-n-qa-,a--~-=s-c-,e-e-n----------I---,-----I---u~nirl
C-- LLCD Projector 1 ~. uo;;--I
_ f.- LTool Ki,lc--c-c -+__1'-------I_-.-:S:.::0::,t~I

f---. IFilling Kabinel 1 bllah

~-----j-~=::;::~==::---i::~-:-----+-c--~=-5 Pengelola Kellanaan Komnute, 1 I unit
Printer 1 unit

1----j_~_+ I_Mes;n Penghancllr J<ertas 1 buah
I-- Mesin Hituno 1 buah
'-~~_L....L ll__'F:.'iJ"!lin~g~K!"a~blll1·n~e,-l L-.._1,---,---,b"u",a"h..J



­..'.

2

111 Kepala Seksi TeknologiBudi I

.

1 Da a Perikanan Komouter 1 un~t jl
r _t--+ +,P"r"in"le~r'______ 1 Unltr: Teleo"'.o"'n'-- ~~LJ'uah

!
-=8=1-. ------ __ While Board -~11~-bbuUaa k,h J

. Fillina Kabinel ; I

r; c-c--I----·---
1 Pengadministrasi Teknologi I I

1._ E?udi Daya Perikanan Komputer..__. --l_--'1_ ~i_l_
Printer 1 J unit

~-~2 _~~~I__.__._F=L~~
I

j 'd. Petugas Aplikasi Teknologi I unit I
_. Budi Dava Perikanan Komouter 2!
__ 1_ Printer __ -1-_1 unit J

Peralalan Ked. Te..kni~__:1 L I
Fillina Kabinet , 2 "/. buahJ



3

1 unit
1 unit

----- ----<
,

1 buah

4

f-----I---j-----

cc--Nor----------~-------~--~---c----
Nama Jabatan Peralatan Keria Jumlahf-'-"+---.---'-'"==='----f---'-"""="-"'=-- ---c-"''''C''''--c--

1__t-'3"--1-,P_e..,n.gawas Benih Ikan !'Computer 3 unit
Printer
Pera\atan Keria Teknis

-------j--~---

__ ~t-'--j FF_.'"ill.'"ln",g!.'K-"a",b",in",e",t~ ~

_~-+_+"Ik..,a n~ ---1--:KC'o",m".t"ou",t"er,-- _
Printer 1

f----- ---f----~_--_--_-_-=========~p~e~r~a~la~ta~n-:CK-eC-r"ia-=T-eC-knC-i-S--+---'~-+--'='--
~+---+--- Fillina Kabinet ,5

I-+-~f-----------j--'-""''''-''''''''''~-------i,-'"----+-=C:--',
-+---;c-C==~-:,-c; ---~--+------~----~-- --- -- -- ­

5 Pengendali Hama dan
f----- __ PenY_~~~l!.!~9J:! +"K,"a"m=Plu",teoc'r +_-,-_+---"-,,,,-~

, I Printer
--+------~------ -~-------

____~+___+--------------I-'-P'"e'-'ra"'loe--l"'a'-'n _1S-0J?_Ieknis_~ ._
f-_f---1 .£illing Kabin~ I_ __'__+==~

- ----I-c--'~~~----r____r--___1------~-___1---+-­
IV Kepala Seksi Produksi,

Prasarana dan Sarana Budi
Da a KomDuter 1 unit--+-'"'\-"----------1'=="'-------+---'---'+--"""---1

I __f +'P--:r"in"l"e'-r j __"1__ I_--'ucn,,itf------r
Teleoon 1 buahf------ · I -+=~"-- --j_--'- c~

___ White Board 1 buah

____ -I-_+- --j-'F-'il"'-lin=q"'K"'a".bi"'n"'et +_1 _.tl-ua l1..

2

2

I

5

-_. ,

I 5
I 5,

Komoutcr 2 unit- -----
Printer 2 i unit

- -
Peralatan Kerja Teknis

I-
Fillina Kabinet 2 buah



,
•

4

No Nama Jabatan Perala!an Keria Jumlah
5 Pengelola Prasarana dan

Sarana Teknologi Budi
Dava Perikanan KomDuter 1 unit

Printer 1 unit

Peralatan Keria Teknis
Fillino Kabine! 1 buah

6 Petugas Produksi dan
Distribusi lnduk dan Benih
Ikan Komouter 1 unit

Printer 1 unit

Kalkulator 1 buah

Peralalan Keria Teknis
Fillina Kabinet 1 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FA ZI

,

,.
,~


